BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara
Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada Penyelenggara Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan
terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu diatur Pedoman
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4150);



Menetapkan

4.

10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku
jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut
LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian infomasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan
LHKPN.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara
kepada KPK.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara
kepada publik.

e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.

Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/
prosedur penyampaian LHKPN.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta
perbuatan tercela lainnya.

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
. perencanaan dan sararan;

. waktu pendaftaran dan penyampaian LHKPN;

. prosedur dan kelengkapan penyampaian LHKPN

. tim pengelola LHKPN;

. sanksi;

tata cara penjatuhan sanksi; dan
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. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PERENCANAAN DAN SASARAN

Pasal 3

Rencana kebutuhan penyampaian LHKPN dimaksudkan untuk memetakan
para Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah
diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu tuntutan dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.

Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Tim Pengelola LHKPN yang dikoordinasikan dengan Sekretariat
Daerah.

Sasaran LHKPN (wajib lapor LHKPN) adalah Penyelenggara Negara yang
berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Eselon II.A;

d. seluruh Pejabat Eselon II.B;

e. seluruh Pejabat Eselon III.A;

f. seluruh Pejabat Eselon III.B pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Umum Daerah;

g. Bendahara pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Umum Daerah;

h. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2PUD) di
Inspektorat;

i. Panitia Lelang; dan
j- Direksi dan Badan Pengawas pada BUMD;

Nama-nama personalia wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IV
WAKTU PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib
menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai
Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V
PROSEDUR DAN KELENGKAPAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau

b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh melalui
www.kpk.go.id /layvanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan
melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor
KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media
penyimpanan data.

c. bagi wajib lapor LHKPN yang telah mengirimkan formulir LHKPN
sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, maka wajib
menyampaikan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Administrator
LHKPN.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK

yang sekurang-kurangnya memuat :
a. nama,;
b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat;

f. identitas istri atau suami;

g. identitas anak;

h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;

j- surat kuasa mendapatkan data keuangan;


http://www.elhkpn.kpk.go.id/
http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn
mailto:elhkpn@kpk.go.id

k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
l. surat pernyataan.

(3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ni.

(4) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

BAB VI
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN
dengan susunan personil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. koordinator LHKPN terdiri dari :

1.
2.
3.

ketua;
wakil ketua; dan
anggota.

b. administrator LHKPN; dan
c. admin Unit Kerja.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. koordinator LHKPN

1.

berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :

a) pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada www.elhkpn.kpk.go.id oleh
wajib lapor LHKPN;

b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam
menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan

c) sosialisasi kewajiban LHKPN.

. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk

mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

. merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib

LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk
dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. administrator LHKPN

1.

menyampaikan dan melakukan verifikasi data kepegawaian dan data
perubahan jabatan Wajib LHKPN (pertama kali menjabat mengalami
mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) di lingkungan instansinya
kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;

melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1.
ke dalam aplikasi e-LHKPN;

. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan

pengadministrasian aplikasi e-LHKPN;

. memiliki peran membuat akun admin wunit kerja, melakukan

verifikasi pendaftaran wajib lapor LHKPN baru dan update perubahan
data wajib lapor; dan

. sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata

cara pengisian formulir LHKPN.


http://www.elhkpn.kpk.go.id/

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

c. Admin Unit Kerja
1. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. membuat/update daftar wajib lapor;
3. melakukan pendampingan pengisian/ e-filling;
4. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD / Unit Kerja
untuk selanjutnya disampaikan ke admin instansi; dan
5. mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

Bagi wajib lapor LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila tidak
menyampaikan LHKPN diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak menyampaikan
LHKPN selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun apabila tidak
menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut; dan

d. pembebasan dari jabatan apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 4
(empat) tahun ke atas secara berturut-turut.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan
masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka
kepada wajib lapor LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung.

Kewenangan dan tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) mempedomani ketentuan penjatuhan hukuman
disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
yang berlaku.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Tim Pengelola LHKPN wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan
penyampaian LHKPN.



(2) Tim Pengelola LHKPN wajib melakukan pemantauan pelaksanaan
penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah.

(3) Dalam hal pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang secara teknis membidangi
LHKPN.

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui :

a. keberhasilan penyampaian LHKPN;

b. mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara Negara yang wajib
penyampaian LHKPN; dan

c. untuk memantau sejauh mana pemberian sanksi kepada penyelenggara
yang tidak patuh penyampaian LHKPN.

(5) Hasil pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 11

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat kepatuhan
penyelenggara Negara sebagai suatu bentuk akuntabilitas.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS dan Pejabat BUMD.

(3) Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola LHKPN sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA

Lembar untuk XPX

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS!
REPUBLIX INDONESIA
JI. H.R. Rasuma Said Kav. C.1, Kuningan
Bkarta 12920

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

s L ]
Jabatan : | |
Bidang [Exsekutit/Legisiatif/vudikatit/suMN-D” |
Lembaga : I

Tahun Pelaporan  : l I I | I

B T s I )] | RO S e S Tt e O ORI P P n T )
PRE MO Reaninssss reiswisirbicbiasssnshdersesins BORIEN} T2 - emorsirrmamammas s m———nspaaan
ANINEE =5 3 svscommamoomwesremmerenositeaomeres

........................................

7 Covet yong tidak periu No. Telp. :

Lembor entuk Penyelenggora Negora

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Il H.R. Rasuna Sald Kav. C.1, Kuningan

Jakarta 12620

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

: ]sksekum/u.egislaut/vudumif/suMN-o"

Atas Nama 5 I
Jabatan : I
Bidang

Lembaga : l

Tahun Pelaporan :l I ] I

7 Coret yonyg tidok perky

e g semssmsemssssamrrmrTssenesenseese

Yang menyerahkan,

Jabatan =
Alamat

No. Telp. :




JEMIS LAPCIRAMN 2 Laporan Khuzsus Laporan Periodik
I:Il:ah:m Penyelenggara Negara (PM) Dﬁ.wal penjabat |__H|.ﬂ-kh|r Menjabat EIS-&dang Menjabat
Tanggal Petaporan  : [ 1 |-[1 |-[CT T 1] TahunpPelpon = [T [ T |

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

4. Alamat Kanbar

1. Mama Lengkap / Gelar g Freetzst || # |

F

3. labatan =

5 stiov dr KLOPSBEN, jike ticak sesuo, sedio kolpm Freedest
Lembaga H uggesticn BRI, filk |

Supgestion o KLOPAREN, jike ficok sesoo, sedia Bty FfﬂrmE

Crtomutis o D8 KLOPSBEN
I. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. HARTA TIDAK BERGERAK [TAMAH DAN/ATAL BAMGUNAN)

Fp
7. HARTA BERGERAK [ALAT TRANSPORTAS| DAN MESIN) Rp
3. HARTA BERGERAK LAIMNNYA Rp
A, SURAT BERHARGA Rg
5. KAS DAN SETARA KAS Ap
6. HARTA LAINNYA, Rp
TOTAL HARTA T T — —
7. HUTANG Rp s i i i
TOTAL HARTA KEKAYAAN B commmermmmmam s St -

Saya yang bert=nda tangan di bewah ind menyatakan bakwea

. Ueituk meamenuhl asas akontabilitas dan ranspairans

Laporan Harts KEekaysan Penpelengpacs Negsrs [LHEPH) inl Saya buat dengan sebenar-benarmys dalam keadaan sadas, tanps Lekanan maupun pakssan dalam bantuk apapun d:m olek siapapun. Apabila
dikemudian hari terdapat perubahan (ke perambahan maupun pengurangan] barts kekayaan 53va dan keluarga Saya, mata Saya wajib melaporkan perubahan tersebut seusi dengan ketentuan huloim

yang berlsky, Dan apabils dkemudian hari erdapat harta kekayaan Saya dan keluarga Saya yarg mienjadl tanggungan Saya tidak Saya aporkan, maks Saya bersedia wniuk berangguengiawab sasual cengan
peraturan perurdang-urdangan yang barlakuw.

i, saya bersedia spabits lembar Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara ini ditempatkan dalam media pengurnuman KPE dan stau
inttansi sebars informas awal bagi publik.

wang malaparkan,

"Laporan harta kekayaan ini sesual dengan yang dilaparkan aleh Penyelengzars Negara dan tidak dapat dijsdikan dase oleh Ponyelenggara Megara atau siapamun juga untukmenyataiean bahwa harts yang
persanghutan tidak tedait tindak pidana®




—— e - ~

Il. DATA PRIBADI

E

1. Nama lengkap / Gelar J /

L NIK : Pas Foto PN

3. NPWP

4, Alamat Emall Aktif

5. NoTelepon Rumah

6. No Handphone Aktif

7. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan 3

a. Eselon C1 200 300 4V 5 Non-eselon

b, Unit Kerja Eselon |/Setara

¢ Lembaga

Letorangen :
*| Apabila ada **) lingkari salkah satu

———————————————————————— ————————————————————



I1l. DATA KELUARGA LAINNYA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/
< JENIS KELAMIN =

. HUBUNGAN DENGAN PN

_ PEKERIAAN _ ALAMAT RUMAH

LT it 1T}

o)

Pria Wanlita

_ e FI T T T e

' I Pria DWanita
- 1 1
Ma w‘niu -------------------------------------- —
Keterangan -
*) Keloarge inni yong tigak tercontum dolam Kortw Keluorgo MY “*) Alih saloh satu dengon member tondo slong/cemtang

Lembor ini dopat dinerbooyak sesuaf kebutuion




IV.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)

LOKASI

KEPEMILIKAN |

NILAI PEROLEHAN

NILATESTIMASI
SAAT PELAPORAN

Y —— Jenis Bukti” 12
RO D EER o eeemrreveawes ivsivsivammtmitseioossostit instnstn wevsannas M2/ | Nomor Bukti i SRS AN S e Rp RO S
KOCRITIOE: o s st r e Bangunan Atas Nama®! (1] 2] 3]
e U LA L PR S S M2 | AsalusulHarta® [1[2]3[4]5]6| B S
Prov/Negara Pemanfaatan® nnn
FEIET T LT T — Tanah Jenis Bukti” E[E
RO DEIE oo immosiiiraincmtoninssooimisnsiniarvssimisiasms. | dstsmasainiasnsas M2/ | NomorBukti ... mermmsmmssmaseon S " WS S—— RP ...
T I DU Bangunan Atas Nama® nu RIS
L S PR S RU SIS I [CHv— M2 | AsstusulMarts® [1]2]3]a]s]6]| — e | e i
PIOV/IN BRI s oesrmes s e s s s sttt Pemanfaatan™
NN et tamioion Tanah Jenis Bukti® [Z]Zl
Kel/Desa... ) <os PO M2/ | NomorBukti | Rp.. 2,
o gy e | RO RO B Ly S AN N Sl Bangunan Atas Nama® EE ------------------------------------------------
KRB SKO—E, o cesrrriermeresioioni mafimsigmessiaesssssimiponpissiiny s [ mrmesameasasasess M2 | Asal-usul Harta™ F] 2 l 3 I q I 5 l 6] et s - oS el
Prov/Negara Pemanfaatan® nn

Sub Total/Total L e s

Yeterasgan:

® Jenis Bukti Kepemilian : 1. Serifikat 2. Lainnya
* Atas mama: 1. PN yang bessangiutan 2. PasanganyaAnak 3. Lalnevyd

t N

Aol dopat digerboayak

1 o beazth ri

D asab-usul Marts: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hah tanpa Altas 5. Hadish 6. Loy

‘I pernarfaatan - 1. Tempat Tinggal 2. Diserwaban 3. Portanian/Perkebunan/Perkanan/Pertarmbongsn 4, Lainmys




IV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

_NILAI ESTIMASI

Tahun Pembuatan ED:]___]

No Pol. / Registras)

Pemanfaatan *

Ket. Lainnya ......

URAIAN NILAI PEROLEHAN - AT
= (2)
enis® |1]2]3]als Jenis Bukti ¥ [2]2]
Merek asatusutbarma®  [1]2]3]2]s]s] Rp - 3
T e Atas nama"' EEE] il S S ———
Tzhun Pembuatan D:D:] pemanfaatan *' Enn ......
NO POL. / REBISEASH wovsssesemsomrssn i Ket. LAInNYa w.cvecece R —— -
senis ¥ |1[213|4]S] Jenis Bukti * Ez]
Merek e asalusulvarta® | 1|2]|3|als5]|6] = TN (- > M————
TYPE conscsesscssrmmmssmsmessssensssessmssemmsmsesmssssmsmsmeins Atas nama™’ m
Tahun Pembuatan [:I:[j:l Pemanfaatan ® s e 1Y sl
No Pol. / Registrasi Ket. Lainnya ... g
eais [1]2]3]4]s] Jenis Bukti ¥ EZI
e P asalusutHarta®  [1]2]3]a]|s] 6] NpicaeSeang: | ey
g o1 SR TSN O SPUR S, CTJe oy CH ANe Aasnama® 0 [R]2IB] 00000 | e N —

- A R R g s e e

¥eterangan:

5 jenis Alat Trarsportesi/Metin : 1. Mobil 2. Moter 3. Kapal Lawt/Perabw 4 Pesawat Terbang 5. Lainnya

" Asal.wpsl Hama: 1. Hasil Sendirl 2. Warisan 3. Mibah dergan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah €. Lainnya

U sanis Buktz 1. BPKB/STNE 2. Lainows

Y pemantaatan: 1. Digunakan Sendini 2. Tidak digunskan sendiei & menghasikan 3. Tidak digunakan sendiri & ticak menghasilkan 4. Lainnya

Lembor iv dopot diperbovryot sepuai keburahan

Y Atas nama: 1. PN yang bersanghetan 2. Pasangan/Anak 3.Lainnya




IV.2.2. HARTA BERGERAK LAINNYA

NILAY SSTINIAST
SAAT PELAPORAN

3 AASAL-USULHARTA::- : « - NILAI PEROLEHAN

Zsesuiisn Bhzanaie

:en-s"lil Boon

BRI s e e [1]2]3]4]s]s] S " PSR 570
SAVUBN e cncscssammsmis st rra sy o swesroremommssmes it A4 s AL aaI40 20 mveemmssamestmssbabtnassmnnrn | semesssestsmesmesases e sosinttasaitntrme e seams me e snen
Ket. Lainnya g

ar GLDTTE] |

O S e G S T AL NG o T S [1]2]3]4]s]6] IO — R s
SAVUBNT oo ciciiiiassmnsmmassion o0t sursmnins sue rowvemsen 54 0 adSasnsa rass

Ket. Lainnya

R R e S

jenis [1]2[30afs]s]

BRI e e X S e [1]2]3]a]5]8] T T A,
ROl R e eI ciain SEESER =23
Kt LAINMYS  oooomecesssmssnseens
lems"lllﬂ slafsls]
CEHRR | s i) ey [1]2]3]a]s]6] R eeveeeessmmsseessescesemeeesimssasssossn N
S A s—
Ket. Lainnya s S e S RSP
s Toum pretal: | Rp s criuana i s
Keterangen
Yenis Marta Bergerak Lainoya: 1. Perabotan Rumah Tanggs 2. Barang Elaktronik 3. Perhiasan & Logam/Batu Mulia 4.Barang SenifAntik S, Persediaan 6. Harta Bergerak Lalnevys

B aAssi-usul Harta: 1. Hasil Sendisi 2. Warisan 3. Hibah dengan Aktas 4 Miboh tanpa Akra S. Hadlah 6. Lannye
Lembar iy dapot diperbonyok seroe bedutuhan




) ' IV.3. SURAT BERHARGA

NO REKENING/ - 3) Tty ; ‘
IARTA \ PES A
AT ~ ASALUSUL HARTA R NILAI ‘ EQOL[H‘ ‘N

NILAI ESTIMASI
SAAT. PELAPORAN

(6)

URAIAN

e ————————————————————————————————

Jenis Y

G-t oot et b bt b b

Atas nama EEE |1|ZI3I4ISI5I RD oevaiibadsimminns RP o

Penerbit/Perusahaan . ...

s

Custodian/SeKUritas ......cauuimmmmrmssrmrrsresmenseasasns
Jenis " 1] 2]
atasnama? [1]2]3] EA S E 0 1 T N e ——

Penerbit/Perusahaan .......

CUStOIaNSSEKUMITES 1.vvrrrereresmsmamsmmoseessmsmisaininiss

Jenis ¥ n
Atas nama * mzlz] ‘ 1 I ? I 3 l 4] SM - SN — Y (B . YR R PR 2SO

Penerbit/Perusahaan ... DRI N I L IN
Custodian/Sekuritas ...

senis EIZ‘
Atas nama |112|3]415161 B it Rp

PenerDil/PEruSaNaAN (e s e smssamascasin s
CustOdian/SEKUIMTAS ..cociveiiarnrersrmrserasmsmsmsmimaesssmsnss

P L e TSP T ] R 8 4 b 0 8 o 8 s

Sub Total / Total. | RP —iciimniiaiiimsmrmmssrmmsmmsnisases

Keterangan :

Y janis Surat Berharga : 1. Efiek yang diperdagangkan di Bursa {Listing) 2. Kepemilikan/Penyertasn o Perusahaan Non-Listing

M psal-usul Harta: 1. Hasil Sendin, 2. Warisan, 3, Hibsh dengan Akta, 4. Hibah tanps Akts, 5. Hadh, 6. Lainayo
Lembor inl dopat diperbonpak sesuor ke butubon

I aras noma; 1. PN yang bersanghutan 2. Pasangan/Anak 3, Lainmya




IV.4. KAS DAN SETARA KAS

URAIAN : INFO REKENING

ORI SRR R i s A 112]3]|4|5]6 D il eniiaiid

Nama Bank/Lembaga : Atas nama ' i 2 3

Terr e

Jenis n i 2. 3 4 ; 5

KB, ciirirsrarsmmrmsnrmmenemsinsmsossstasasasanatasnsnsnanss 1|12|314]|5]|¢6 R s i revssisess e oo e

MNama Bank/Lembaga : Atas nama 1|1]2]3

Jenis b 1 2 3 “ S

TN OETION crstconstionnboniremsnosssams bcemsnse

Nama Bank/Lembaga : Atas nama ! 11 2|3

Jenis ¥ 1 2 3 4 5

KBL ciciciaistmemrrrnsnrrmsncmesasnsmanssansssnsssiasasasnsnans 1|2|3|4|5|6 Rp e

B ittt e

Nama Bank/lembaga : Atas nama > rl 21 3 ]

T S § e o e o 0 6 S Sl 88 & e b b

R AR PR e e - ———

Sub Total / Total R ——

Keterangan : Hasil usaha/Sews

H jmnis Kas dom Setars Kes : 1. Uang Tunal 2. Deposito 3. Gire 4. Tabungaa S. Lainnya U sras namac 1. PN yang bersangkutan 2, Pasangan/Anak 3. Lalnnya
H esal-usul Harta: 1. Hasit Sendici 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibeh tanpa Akta 5. Hackah 6. Lainnya

Lembor ini dapat diperbanyak sesua) kebotuhan




IV.5. HARTA LAINNYA

_ URAIAN - ; ASAL USUL HARTA NILAI PEROLEHAN -~ | NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN

s |1 ]2]3]2]s]e]7]s

KEREFANEIN .eoeoomeoeeeececarcisimssmmssmsinn e s a [ 1 I 7-_] 34|56 i RP i

TR

B L L) O e Lt Lt Lo e PP e ——ve—

Jenls“12345678

KETEIRNBAN memeemeimsmsiascasiass s mmssmass s sesssmssmssrasemssossoss r‘ I 213 l 4 l 5 i 6 I RP coocrrmrmmsmmmsimm i remmssemneseens Rp ..

eemes e ce s s han ae e b4 044 AT

enis® |2 1213|4567 (s

T T T ey [1 ] 2 I 31415 ] GJ Rp & T S——

lenie ™ | 1 2|12|14)|5]|6|7)]8

RN s s [1]2f3f4fs]e] | Recmm Rp ..

e e s 6 b 6 TS S e - @ 0 6 6 6 b

Sub Total / Total Rp

Keterangan:

1 yenls Harts Lalnmya ; 1. Piuteng, 2 Kerjasarna Usaha Yang Tidak Berbaden Hukum, 3. Hak Kelayaan Intoicstus, 4 Dana Pensiun/Tabungan Hari Tus, 5. Usitink
6. Sewa Jangks Parvang Didayar Dimuia, 7. Hak Pengelolsan/Pengusahaan Yang Dimilki Perorangan, 8. Laisaya
M psal-uset Harma: 1. Hasil Sendir, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akta, 4. Hbah tanpa Akta, S, Madioh, 6. Lwinorya

Lembar i dapot diperbanyak seswoi kebutufron




Jenis ¥

Atas Nama

LIRALAN

NARMA KREDITUR

IV.6. HUTANG

BENTUK AGUNAN

MILAT AWAL HUTANG

T

NILAI SALDO HUTANG

1] < P —

Jenis "

Atas Nama 2

;.- [ ——————————

Jenis ¥

Atas Nama *

senis ¥

Atas Nama o

Jeriis

Atas Mama &

b

Sub Total [ Total

;| 1 ———— ——

Eeberangan

Y Benis Huting ¢ 1. Hutsng Konsume (KPS, Kenderaan, Karmu Enadis, Multipunal 2. Hutang Kosmnersialbsaba/Konporasl 5, Mgtang Leinmya
¥ Atgs marnac 1. PN yang bermnghuian 2. Pasangandanak 3. Lainmya
tem by ind dopof diperbanped fetual Behuahihan
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V. INFORMASI PENERIMAAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun ........

JENIS PENERIMAAN

TJOTAL PENERIMAAN

{3)
A. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN Penyelenggara Negara (PN) Pasangan PN
1. |Gaji dan tunjangan Rp Rp Rp ssoemsce
2. |Penghasilan dari profesi/keahlian Ro Rp Rp
3. |Honorarium L] J— Rp [ 7 U ———
4. [Tantiem, bonus, jasa produiksi, THR fp —— Rp
5. |Penerimaan dari pekerjaan lsinnys Rp T RR—
SUB TOTAL RP iiiisssimiiansssnsssnnssssernsrmmeysmesscmsesmmsonns RP  coremmesssrmmreorsmmmnsoss oot sotaass sams sremssenmmess [T S ————————————
8. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN
1. Hasil investasi dalam surat barharga Rp E—
2. Hasit usaha/Sewa T P SR
3. Bunga tabungan/deposito, dan kainnya Rp . RS
4 Penjualan atau pelepasan harta Rp .
5. Penerimaan kinnya Rp MRS
SUB TOTAL| Rp
C. PENERIMAAN LAINNYA
1. Penerimaan hutang D - cnsiisiini e ks
2. Penerimaan warisan NP s —
3. Penerimaan hibah/hadiah Rp o
4, Lainmya Rp
SUB TOTAL| RP 1orrereeceeeemeeecocsssnmaires
TOTAL PENERIMAAN (A+B+CQ)lp, .




VI. INFORMASI PENGELUARAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun ....c.oeveeremreme s

RA

A. PENGELUARAN RUTIN
< Biaya rumah tangga {termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit) Rp P SR PSS S SR O S0 72 o2
2 Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infaq, sumbangan lain) RSP AT OOk LB o e e B e i
3. Pembayaran Pajak (PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak ain) Rp et ek
4, Pengeluaran rutin lainnya RP  ccccecmimiacamsssansnsmnsyesyersansmessasssssssasssanann
SUB TOTAL BP - o . et i
B. PENGELUARAN NON-RUTIN
1. Pembelian/perolehan harta baru RP  ciccceminiamaamnresonsysrossseassansansannsassnnsas
2. Pemeliharaan/modifikasi/rehabilitasi harta R e e S S L asisiss
3. Pengeluaran non-rutin lainnya BD it r e pu e oS s
SUB TOTAL R DO I e e P S LIS
C. PENGELUARAN LAINNYA
1. Biaya pengurusan waris/hibah/hadiah AP civiscimiiiismsvuvrssoimaiianstaseaaisssanssss
2. Pelunasan/angsuran hutang R prseetoimiisvimmrissesccaissisbasasienvramampeansers e
3. Pengeluaran Lainnya RP  siasicacese SRR
SUB TOTAL B rptasaiapasa T e
TOTAL PENGELUARAN (A+ B + C) RP  ccccccicmmisisssanernntasensocasciscsntsnssansans




LAMPIRAN 1 - INFORMAS!| PENJUALAN/PELEPASAN HARTA DAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HIBAH DALAM SETAHUN

Jenis Y

URAIAN

[1[2]3]a}]

Keterangan wuimerresemioenensnen

B et L LR LT

" NAMA HARTA-

“ NILAY

ARt - o ——

INFORMASI PIHAK KEDUA

R e

........................

Keterangan ...

Jenis ¥ [ 1 l

T e LT T TR

......................................................................

Rp

............

NEMBE | -ceirvanrvess

-3
Jenis *

KETEranNEaN «irrereamemeoscssasassintrararnrmnrrssysnsesmeme

Jenis ¥ l—l I 2 I 3 l a ] Nama .
KEL@rangan e eeemeeicismssaiminassrssssmsssmsss s rmsns = RP +eerermemensmecacaiasssaisssssasnsaasasares Alamat - -

senis ¥

KEerangan ....c.cecemessmisassssssiassisinarmrmnemsrerarsmses

N

Nama

Alamat

T T

Keterangan:

1] Jenis ; 1. Penjualan Harta 2. Pelepasan Hara 3, Penerimaan Hibah 4, Pemberien Hibah
Lembor i dapot diperbonyok m@kc&utwwn
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LAMPIRAN 2 - INFORMASI PENERIMAAN FASILITAS/BENEFIT DALAM SETAHUN

“URAIAN" = 6 > = NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS | KETERANGAN

(8)
Jenis ¥ LRI RS | Bl ] it s s i SR . . ST
[ T €131 1 J PSRRI TORRTSTITSPSSTSTR SRR e B et Em T e e om0 64 S 4 0 k£ 680 Bt BB BT
senis?  [1]2]3|4]s [ & | s e cca e N R R A e
Keterangan ... esS e TaeeT i ter ey s aasasisasatassasunatal | - ouvbevmresmraeses i e et 4 S AR ST Y CET S T e g st ot e 65
jens® [1]2]3]a]|s]|6] e | st -
L T T Y 71 T e i sisanassse -
enis® [1]2]3]e]s] 6| T, g b et
KeteranBan c i icsmscninssananaras U — S—— rrarearesmsessmsmnnaeass | emssmstesstintminn ey ——————— et bt e bt it S
Jenis ! 1|2]3|a]s|s BRREE 5ot s Gl T ey 5 AR S s B =
Keterangan ........ SEDICE ST eee o oy (R —— — IR (A s S SRt RS A Ut S SR PR ¥ SO

Keterangan:

U Jonis Fasiitas : 1. Rumah Cinas, 1. Bisya hidup, 3. Jaminan Kesehatan, 4, Mobil Dinas, 5. Opsi pambeliaa sahamysuorat berharga, 6. Lainnya
Lembar ini dopat diperbonyok | kebatuhon




LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama H
Tempat/Tanggal Lahir : /
Nomeor KTR/NIK
Alamat

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). s

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ["KPK”), beralamat di JI. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “"Penerima Kuasa®),

Untuk dan atss nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Beritz Negara dan Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia dan/atau media laln yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sahubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pefabat yang berwenang maupun

pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesvai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Surat Kuasa inl berlaku sejak ditandatangani kecuall apabila Pamberi Kuasa meninggal dunia atau setelah S (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung
ssjak tanggal barakhimya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penetima Kuasa.

*) Coretyang tidak perlu
Radaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah
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LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA
Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)

Tempat/Tanggal Lahir 2 /
Nomor KTP/NIK
Alarmat E )

{sefanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa®),

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK"), beralamat di JI. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendirl (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa™).

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi beuangan Pemberi Kuasa yang
berada pada:

a. lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. lembaga/ pihak/ profesl/ instansi pemerintah yang terkait efek;
c. Badan usaha dan/ atau perusahaan,
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi lcuna yang berada namun tidak terbatas pada:

a. Lembaga kevangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesl/ instansi pemerintah yang terkait efek;
¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan ity, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang
berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap szkhir tahun (baik asli maupun fotocopy)
Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kacuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung
sejak tanggal berakhimya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelsh mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerira Kuasa.

Pemberi Kuasa,

*) Lembaran ini dapat difotokopl dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak periu ( ]
Redaksi surat kuasa Ini tidak dapat diubah
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L o

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BGARG | EREXEAXEXEAE
LEWDAGAH : MO

Iphemrna, W00 00N

L CUATE PRIBADY
1 Mamp W B O A T B
I Jaswban fEFd FedFed FadFatal
= MHE W B B T W B
4 Takur Aplszoran B | e
I DATE HARTA
& HEATETIDNE BERGERGK [TaRAH [EAM BAMGLIMAN] Ap. R B
, PR b hed Frd e
2 e ccicsssssssa - LEEL b
B HAETA BERGEAAK [ALAT TRARSPORTAS] Ovk WIS | Ap. EAXEXEd
B e e i LERLE=d b
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